
ABSTRAK 

 

NUR FITRIYANI BUAMONA, 0101 1711 311, Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan 

Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota 

Ternate. Dibimbing oleh Muhaimin Limatahu dan Arisa Murni Rada. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pemenuhan hak 

layanan kesehatan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 

III Kota Ternate dan untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas 

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak layanan kesehatan terhadap 

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Ternate. 

 Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah empiris, yaitu dengan menggunakan model pendekatan dengan 

melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, jenis data yang 

digunakan adalah data primer yang bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas III Kota Ternate, dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dan peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu dilakukan dengan cara observasi dan penelitian kepustakaan. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan pada 

Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Ternate bahwa (1) Pelaksanaan pemenuhan hak 

layanan kesehatan terhadap narapidana wanita di LPP Kelas III Kota Ternate belum cukup 

baik, karena tidak adanya dokter Lapas, fasilitas poliklinik dan persediaan obat-obatan yang 

kurang lengkap. (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam 

melaksanakan pemenuhan hak layanan kesehatan terhadap narapidana wanita di LPP Kelas 

III Kota Ternate adalah ketersediaan ruangan seperti ruang obat, klinik gigi, ruang ibu dan 

anak, ruang tunggu dan administrasi, dan ruang laboratorium, kurangnya tenaga kesehatan, 

dan pembiayaan pengobatan bagi narapidana.  
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